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Tanah sebagai benda dasar yang dapat dibangun apa saja di atasnya
memiliki keterkaitan yang erat dengan jalannya kehidupan manusia, sechingga
akibatnya adalah seringkali timbui sengketa dengan sebab tanah. Dengan hal yang
demikian maka dalam setiap petaksanaan pemindahan hak atas tanah termasuk jus!
beli harus ditkuti dengan perbuaian lainnya sebagaimana ditentukan di dalam
Undang-Undang Pokok Agraria.

Salah satu kegiatan agraria yang Sangat sering terjadi di tengah-tengah
masyutakat adalah pelaksanaan perjanjian pemindahan hak atas tanah tersebut yang
salah satunya adalah melalui perjanjian jual beli. Peijanjian sebagai suatu bentuk
kesepakatan memiliki dasar pengaturan di dalam Buku 111 K]JH Perdata.

Melihat kedua peraturan di atas baik itu Undang-Undang Pokok Agtana
maupun KUH Perdata adalah dua sisi dasar pengatutan perihal permnghan di dalam
pelaksanaan jual befi. Adalah hal yang sangat menarik untuk mengkaji dua sis*
hukum tersebut terhadap satu objek benda yaitu tanah, khususnya dala~ al
menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat luas yang bennaksud mer " _uahkan
hak atas tanahnya melalui jual beli.

Pervnasalahan yang diuraikan di dalam skripsi ini 8” .o : * Mengapa
terjadi pemindahan hak atas tanah dengan cara perjanjia- _Jal beli dilakukan dj
bawah tangan ™.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketa.:u :

1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli di bawah
tangan pada dasamya merupakan suatu perbuatap pemindahan hak kepemilikan
alas sebidang tanah dari pemilik kepada si pembeli. dimana pelaksanaan
pengalihan hak tidak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Fanah.
Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui petjanjian jual beli di bawah
tangan menurut Peraturan Pemerintah 24 Tabun 1997 tidak memiliki kekuatan
bagi pemilik terhadap hzk atas tanah yang dibelinya. Hal ini dikarenakan
perjanjian jual beli di bawah tangan tidak sesuai dengan peraturan peralihan hak
atas tanah.
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